BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASATAH

Pembangunan Nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia
dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta
memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan
aspek jasmani maupun rohani berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. untuk
menuju perwujudan masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 11945, maka pembangunan dalam bidang pendidikan
memegang peranan penting di samping sektor lainnya.

Memperhatikan peran dan fungsi pendidikan tersebut terutama pendidikén
formal melalui sekolah yang begitu penting dan sentral mengisyaratkan perlunya
pendidikan dan perhatian agar dalam pengelolaannya dan pembi;laannya
dilakukan secara tef;ztrah dan sistematis. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan maka dari itu
pendidikan nasional mengusahakan pembentukan manusia Pancasila sebagai
manusia yang tinggi kualitasnyaﬂ dan pemberian du\lcufx-gz‘ih bagi perkembangan
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujudnya kemampuan bangsa
menangkal setiap ajaran-ajaran yang bertentangan degan paham Pancasila.

Sebagai pcrwujudan cita-cita nasional tersebut - teleha diterbitkan UU RI
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berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu
pendidikan, kehidupan, dan martabat manusia Indonesia dalam rangka untuk '
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Setiap warga negara mempunyai hak
yang sama untuk memperoleh pendidikan serta kesempatan seluas-luasnya untuk
mengikuti pendidikan (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 5).

Sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui dua Jalur yaitu jalur
pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan keluarga
merupakan bagian dari jalur pendidikan Iuar sekolah yang diselenggarakan
dengan pendekatan kelompok, klasikal, individu, mewujudkan program dengan
ketrampilan fungsional dan pendekatan dengan deret ukur naik dalam pembinaan
program (Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991).

Sedangkan jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan sekolah yang
diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang
dan berkesinambungan. Jenjang pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal
14).

Upaya peningkatan efisiensi pendidikan paling tidak dapat ditentukan oleh
dua hal, yaitu pengelolaan pendidikan yang profesional dan partisipasi dalam
pengelolaan pendidikan. Pengelolgtan pendidikan yang ofisiensi merupakan salah
satu strategi pokok Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini sangat ditentukan
oleh kemampuan aparat dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan

pengelolaan pendidikan secara institusional. Peningkatan efisiensi pendidikan
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Teori Neo Klasik, Douglas M. Windham mengatakan :

Program-program pendidikan yang efisiensi, yang berlangsung ke dalam

sistem 'pasar yang sempurna ditandai oleh lembaga-lembaga pendidikan

yang berkemauan tinggi yang melakukan sistem monitoring sendiri dan
proses penyeimbangan sendiri, schubungan dengan program-program

pendidikan yang kompetititf (Ace Suryadi, 1995 : 11)

Tinggi rendahnya kualitas masyarakat dapat ditentukan melalui tingkat
pendidikannya. Menurut Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo, salah satu factor penting
dari kemajuan dan martabat suate bangsa dan negara khususnya negara
berkembang dapat dilihat dari berhasil tidaknya pendidikan pada tingkat dasar.
Logikanya pendidikan dasar akan mempengaruhi pendidikan tinggi. Hal ini
sesuai dengan apa yang biasa disebut pendidikan dasar sebagai basis ekologi
dengan timbulnya bibit unggul.

Dalam upaya peningkatan mutu peﬁdidikan dasar di masa yang akan datang
akan berbadapan dengan situasi dan persoalan yang dapat mempengaruhinya,
baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai akibat dari globalisasi dan
industrialisasi. Memasuki arus globalisasi dan industrialisasi, pendidikan di
Indonesia berhadapan dengan berbagai alternatif masa depan yang belum
menentu. Kegagalan membuat suatu scenario program pendidikan maka berarti
kehilangan kesempatan untuk maju dalam bidang pendidikan nasional, tapi kita
juga harus ingat akan kebutuhan S}ang berkenaan denga-ﬁ wf\'-zi‘silitas dan lingkungan
sekolah (gedung, sarana belajar, guru, proses belajar dan kurikulum).

Sementara di kota Jogja adalah salah satu dari sekian banyak kota di

Indonesia yang juga tidak terlepas dari persoalan-persoalan dunia pendidikan.
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kota Jogja merupakan salah satu kota sebagai pusat pendidikan yang ada di
Indonesia. Mau tidak mau kota Jogja harus menyesuaikan diri terhadap
perubahan yang terjadi maupun yang akan terjadi. Pembangunan di kota Joga
bersifat ekonomis, artinya bertujuan untuk meningkatkan tar_afﬂ hidup
masyarakatnya. Karena letaknya yang strategis maka pemerintah kota Jogja terus
gencar melakukan perhbangunan dalam bidang pendidikan dan pembangunan di
bidang lainnya. |

Dari sektor pendldlkan institusi atau dinas yang terkait melakukan tahap

perbaikan dalam rangka untuk. meningkatkan mutu dan kualitas pendldlkan yang

ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pembaharuan-pembaharuan

terus. dilakukan baik sarana dari segi kebijakan maupun sarana dan prasarana
yang mendukung pendidikan. Semisal dengan pengadaan fasilitas-fasilitas belajar
serta pengadaan ataupun pembaharuan gedung sekolah yang layak untuk kegiatan
belajar-mengajar. Pemerintah daerah kota Jogja diha.rapkan di masa yang akan
datang dapat menjadi kota pendidikan yang sesuai dengan predikat yang
disandangnya adan mampu untuk menciptakan bibit-bibit unggul yang nantinya
mampu bersaing di dunia kerja, serta terciptanya SDM yang handal dan
berkualitas untuk menghadapi arus globalisasi. |

Oleh karena itu kebijakan sektor pendidikan harus benar—benar tepat sasaran
sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ini peran dinas.
pendidikan dan pengajaran sangat penting karena merupakan lembaga pemerintah
yang bertanggung jawab langsung terhadap mutu pendidikan serta
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daerahnya. Perihal apa yang menjadi keputusan dinas tersebut yang terkait
dengan kebijakan pendidikan diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas
pendidikan yang ada sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan zaman yang
semakin berkembang. Pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong,
penggerak, dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau
oleh daya beli masyarakat.

Perkembangan pendidikan pada saat sekarang ini khususnya di kota
Yogyakarta berlangsung pesat, sementara sarana dan prasarana pendidikan
sebagai alat penunjang proses pendidikan belum mampu untuk mengimbangi
perkémbmgm pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut setiap tahun
ajélran diadakan analisa mengenai sarana dan prasarana pendidikan sudah
‘mampukah untuk menunjang proses pendidikan.

Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan didasarkan pada perubahan
kurikulum pada se!'tiap tahun ajaran. Proses perbaikan sarana dan prasarana
pendidikan ini dilakukan dengan cara menganalisa sarana dan prasarana
pendidikan di setiap sekolah yang ada di kota Yogyakarta apakah masih mampu
untuk menunjang proses pembelajaran, analisa tersebut dilakukan setiap tahun
ajaran, Misalnya mengenai gedung sckolah, perabot sekolah, alat pembelajaran,
buku, sarana mebelair. Setiap tahun. ajaran selalu menga;iémi perubahan karena
disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dengan adanya analisa setiap tahun ajaran

maka diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan sarana dan prasarana
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pendidikan dengan peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan sebagai

alat penunjang proses pembelajaran di sekolah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Di dalam melakukan sebuah penelitian sosial, adalah merupakan hal yang
sangat pokok untuk merumuskan permasalahan dalam penelitian tersebut, karena
hal itu merupakan suatu batasan sekaligus pedoman dan pegangan dalam
pelaksanaan suatu penelitian di lapangan.

Adanya '.pen-emuan dan perumusan permasz;ll;han di lapaﬁéan dapat
memberikan daya dorong keingintahuan seseorang peneliti akan sesuatu yang
hendak diketahuinya, yang kemudian hal tersebut dapat dijadikan suatu
pengetahuan baru sehingga pada akhimya dapat memperluas khasanah
pengetahuan,

Sehingga dari uraian permasalahan yang telah dipaparkan penulis di atas,
maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi dari kebijakan sarana dan prasarana pendidikan di
kota Yogyakarta 2003-2005 7
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi imple‘mentasi kebijakan sarana

dan prasarana pendidikan di k:)ta, Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan tentang sarana dan
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2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan kebijakan tersebut,

D. KERANGKA DASAR TEORI

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang
menjelaskan  variabel-variabel dan  hubungan-hubungan “antar variabel
berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan di dalam baéian ini dikemukakan teori
yang menjadi acuan bagi penelitian yang dilakukan.

Menurut Koentjoroningrat, (1991 : 11)

“Teori adalah merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan

antara gejala yang diteliti dalam satu atau beberapa factor tertentu dalam

masyarakat”,

Menurut Sofyan Efendi, (1989 ; 37)

“Teori adalah merupakan penelitian yang paling besar perannya bagi

peneliti, karena dalam unsur inilah peneliti mencoba menerangkan

fenomena alami yang menjadi pusat perhatian™.

Dengan demikian teori merupakan sarana pokok yang menyatakan
hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti,
sedangkan landasan pemikiran yang digunakan sebagai dasar atau pijakan dalam
penelitian ini adalah :

1. Pendidikan
Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan

merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya

melalui proses pembelajaran dan / atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh
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ayat (1) menyebutkan menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan sautu system pendidikan nasional yang meningkatkan
keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk itu seluruh
komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan
salah satu tujuan bangsa.

Dalam kajian dan pemikiran pendidikan terlebih dahulu perlu diketahui
dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam
dunia pendidikar, yaitu : pedagogi (pendidikan) dan pedagogif (ilmu
pendidikan). Dalam pengertian yang sederhana dan umum maka pendidikan
dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
_méngembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI
No 20 Tahun). Atau dengan kata lain bahwa pendidikan dapat diartikan
sebagai suatu peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan
hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai
filsafat pendidikan atau sebaéﬁ‘i cita-cita dan tujuan i)éfididﬂcannya. Sekaligus
juga menunjukkan sesuatu bagaimana warga negara, bangsanya berpikir dan

berperilaku secara turun-temurun sehingga kepada generasi berikutnya yang
1]
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Pendidikan bagi bangsa yang sedang membangun seperti Indonesia saat
ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan
tuntutan pembangunan tahap demi tahap. Pendidikan yang dikelola dengan
tertib dan teratur, efektif dan efisien (berdaya guna dan berhasil) akan mampu
mempercepat jalannya pembudayaan bangsa yang berdasarkan pokok pada
penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan bangsa kita sesuai dengan
tujuan nasional seperti tercantum dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945,
pelaksanaan pendidikan tidak terlepas dari faktor psikologi manusia, di
samping faktor lingkungan sekitar maka proses pendidikan perlu atau wajib
berpegang pada petunjuk-petunjuk dari para ahli psikologi pendidikan dan
perkembangan, termasuk psikologi agama. Tanpa petunjuk psikologi proses
pendidikan tidak mengena pada sasarannya secara tepat guna. Pendidikan
sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, dijadikan
andalan utama untuk berfungsi semaksimal mungkin dalam upaya
peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, di mana iman dan ketagwaan
pada Tuhan Yang Maha Esa menjadi sumber motivasi yang utama. Ada
beberapa definisi tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli ;

a. Driyarkara : pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda.
Pengangkatan manusia daiam taraf instansi it\ﬂal;;ang disebut mendidik.
Pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda (Ditjen Dikte 1983/1984 :
14).

b. Ki Hajar Dewantara dalam Konggres Taman Siswa yang pertama pada
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memajukan pertumbuhan budi pekeri (kekuatan batin, karakter) pikiran
(intelek) dan tubuh anak; dalam Taman Siswa tidak boleh dipisah-
pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan
hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras
dengan kehidupannya (H.A R. Tilaar, 1992 : 75).

¢. Crow and crow menyebut pendidikan adalah proses yang berisi berbagai
macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosiainya dan
membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan social dari
generasi ke generasi (H.A.R. Tilaar, 1992 : 75).

Dapat disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha
sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan luar
sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya
prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Dalam hubungannya
dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang
mendasar pada kandungan, proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain
itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan
tuntutan baru dalam segala" ‘aspek kehidupan, fé;xﬁasuk dalam sistem
pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan,
diantaraya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikilum untuk
melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis
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kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan

dengan kondisi setempat.

Pendidikan Nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan
sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayagunakan
semua warga nhegara Indonesia berkembanag menjadi manusia yang
berkualitas sehingga mampu dan produktif menjawab tangangan zaman yang
selalu berubah. Dengan visi pendidkan tersebut, pendidikan mempunyai misi
sebagai berikut : )

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperolah
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara
utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan
masyarakat belajar,

C. Meningkatka;n kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk
mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang normal.

d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan
sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman,
sikap, dan nilaiberdasarkan standar nasional dan global.

e. Memberdayakan peran " serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pend'id'ikan‘ berdasarkan prinsip otomasi dalam konteks negara kesatuan
RL

Berdasarkan visi dan misi pendidikan tersebut, pendidkkan berfungsi
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yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

. Manajemen Pendidikan

Istilah manajemen memiliki banyak arti, bergantung pada orang yang
mengartikannya. Istilah manajemen pendidikan acapkali dibandingkan
dengan administrasi pendidikan. Manajemen pendidikan mengandung arti
sebagai suatu proses kerjasama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif
dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Manajemen
pendidikan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang telah berkenaan
dengan pengelolaan prosés pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat
dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa
mangjemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara
optimal, efektif dan efisien.

Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan
yang lebih baik. Manajemen iJEndjdikan merupakan- ;iiematif yang strategis
untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Manajemen pendidikan akan secara
langsung mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum,

peralatan belajar, waktu mengajar dan proses pembelajaran. Dengan demikian
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manajemen pendidikan, di samping peningkatan kualitas dengan pembenahan
pengembangan sumber belajar.

Adapun komponen-komponen manajemen pendidikan yang harus
benar-benar diperhatikan antara lain :
a. Manajemen Tenaga Kependidikan (Guru dan Personil)

Keberhasilan manajemen pendidikan sangat ditentukan oleh
keberhasilan pimpinannya dalam mengelola tenaga kependidikan yang
tersedia di sekolah. Dalam hal ini peningkatan produktivitas dan prestasi
kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku manusia di tempat
kerja melalui aplikasi konsep dan teknik manajemen personalia modem.
Manajemen tanaga kependidikan atau manajemen personalia péndidikan
bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan
efisien untuk mencapai hasil yang optimal.

Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya.
Untuk mendapatkan pegawai dilakukan dengan cara recruitment, yaitu
usaha untuk mendapatkan calon-calon pegawal yang memenuhi syarat
dan kemudian dipilih yang terbaik. Sedangkan pemberhentian pegawai
fungsi personalia yang n;e;nyebabkan terlepasng'(;pihak organisasi dan
personil dari hak dan kewajiban lembaga sebagai tempat bekegja dan

sebagai pegawai. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisast
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kecenderungan diberikan berupa gaji, tunjangan, fasilitas perumahan dan
lain-lain.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dikemukakan terdahulu,
diperlukan sistem penilaian pegawai secara obyektif dan akurat. Penilaian
tenaga kependidikan ini dofokuskan pada prestasi individu dan peran
sertanya dalam pengambilan keputusan berbagai hal, seperti identiﬁka_si.
kebu‘tulllan, ‘promosi, sistem imbalan dan aspel; Iainnya. -

. Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap
kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai
dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen
kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang
kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bidang manajemen kesiswaan
mempunyai tiga tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan
murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta Bimbingan dan pembinaan
disiplin,

Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan
anak, tetapi juga sikap “kepribadian serta aspé*lﬁc‘" social emosional di
samping ket,rampilan—kétrampilan lain. Sekolah tidak hanya bertanggung

jawab memberikan ilmu pengetahuan. Untuk kepentingan tersebut
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perlu melakukan pencatatan dan ketatalaksanaan kesiswaan dalam bentuk
buku laporan.
Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara
langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya
proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi. Adapun
yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara
tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Manajemen sarana
dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan
prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal
dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini
meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan
inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang baik diharapkan
dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan
kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada
di sckolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau
fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif dan relevan
dengan kebutuhan serta" dapat dimanfaatkan | ;écara optimal untuk
kepentingan proses pendidikan dan pengajaran.

. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran

Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan

TWV AT ST AATIAaT mlnboonoon I‘ﬂﬂ m“‘l‘lﬂ‘;')ﬂ ]r“"‘l‘lf!lll‘m haV-tda i oValshalsl ] % Iql'_‘lﬂ
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pengembangan kurikulum nasional. Karena itu level sekolah yang paling
penting adalah bagaimana menyesuaikan dan merealisasikan kurikulum
tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Sekolah merupakan ujung tombak
pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum local ataupun nasional yang
diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional.

Manajemen atau adminisstrasi pengajaran adalah keseluruhan
proses penyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran yang bertujuan
agar -seluruh kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien.
Manajer sekolah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan
pengembangan kurikulum dan program pengajaran serta melakukan
pengawasan dalam pelaksanaannya. Kepala sekolah merupakan seorang
manajer di sekolah, maka ia harus bertanggung jawab terhadap
perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan
program pengajé.ran di sekolah. Dalam pada itu perlu dilakukan
pembagian tugas guru, penyusunan kalender pendidikan dan jadwal
pelajaran, pembagian waktu yang digunakan, penetapan penilaian,

penetapan norma kenaikan kelas serta peningkatan perbaikan pengajaran.

3. Kebijakan

Secara etimologis berasal dari kata policy, atau dengan kata lain politik.

Pada hakekatnya proses kebijakan itu adalah merupakan proses politik. Proses

kebijakan merumuskan masalah merupakan kegiatan yang pertama kali harus

Ailaladcnm Alal evamadarrsat calaaah LFalwial-ae
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Dalam Muhammad Zaenuri (Catatan Kuliah Kebijakan Publik), R. S. Parker

memberikan pengertian kebijakan sebagai :

“Suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atai tindakan yang dilakukan

oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu

subyek sehingga tanggapan terhadap suatu permasalahan yang ada di

masyarakat” -

“Kebijakan negara sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang

diambil oleh sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah

dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-
keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan

kekuasaan dari pada aktor tersebut” (Solichin Abdul Wahab, 2001 : 4).

Miftah Thoha (1993 : 58), menyatakan kebijakan dalam arti fnas ada 2 aspek

pokok, yaitu:

a. Policy merupakan praktika sosial, ia bukan event tunggal, dengan
demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari kejadian dalam
masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.

b. Policy adalah suatu peristiwa yang ditentukan baik untuk mendamaikan
“claim” dari pihak-pihak konflik atau untuk menciptakan “incentive” bagi
tindakan bersama dengan pihak yang menetapkan tujuan, akan tetapi
mendapakan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Sementara Carl Federick menyatakan bahwa :

“Policy adalah serangkaian tindakan yang:. diusulkan seseroang
kelompok atau pemerintah dalam svatu lingkungan tertentu dengan
menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan
terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam mencapai

suatu tujuan tertentu”

Dari paparan di atas mengenai policy / kebijakan yang dituliskan oleh

wmmamenlln Al mbne malamcssdnern nlbrne disneaslbran mmanoannas laharana Aﬂ'ﬁﬂ;ﬁ; I‘l.'li’;
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public policy / kebijakan publik. Seperti diantaranya yang dikemukakan oleh
Thomas R Day sebagai berikut :

“Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk
dikerjakan atau tidak dikerjakan (public policy is what ever government
choose to do or not to do)”

Sedangkan menurut S.E. Anderson, yang dimaksud dengan kebijakan
publik adalah :

“Kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan
pejabat-pejabat pemerintah (public policy are those policies developed
by developmental bodies and officials)”

Dari beberapa pendapat di atas, kebijakan adalah suatu keterkaitan dari

pilihan-pilihan  kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-
keputusan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan atau instansi
pemerintah tertentu sehubungan untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan
sasaran yang diinginkan untuk kepentingan masyarakat.
. Implementasi Kebijakan
Jimmi Muhammad Ibrahim menyebutkan public policy dan
implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai :
“Suatu implementasi urusan kepentingan umum, urusan kenegaraan
atau dapat juga disebut implementasi kebijakan pemerintah” (Jimmi,
1991 ; 14).
Menurut Amir Santoso (1990 :9):
“Analisis mengenai pelaksanam kebijakan (policy implementation)
mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan / kegagalan kebijakan
melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan seperti masalah kepemimpinan dan interaksi
politik diantara pelaksanaan kebijakan, sedangkan di dalam

pelaksanaannya kebijakan itu tidak hanya bersifat = akademis
administrasi belaka tetapi melibatkan masalah-masalah politik. Dengan

Anemailtan cdbndi immnlamantaci mananha manioumh narfamaan manmana
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hal itu terjadi dan tidak terhenti hanya pada pertanyaan apa yang
terjadi”.

Untuk lebih memahami pentingnya implementasi kebijakan maka
dikembangkan beberapa model implementasi seperti berikut ini :

1. Menurut Grindle, Implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan
konteks implemer;tasinya. Studi ini melihat adanya tiga dimensi-dimensi
analisis dalam organisasi, yaitu tujuan, pelaksanaan, tugas, dan kaitan
organisasi dengén lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa kebijakan
ditransformasikan menjadi program-program aksi maupun proyek individual
dengan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dapat
dilakukan (Samudra Wibawa,1991:22). Untuk lebih jelasnya lagi akan

digambarkan dalam model sebagai berikut :
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Gambar L1.
Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle

Tujuan-tujuan

Kebijakan
l Kegiatan-kegiatan
l Implementasi dipengarubi oleh
Tujauan e aki a. Isi Kebjakan . l
Tercapai dan proyek e Kepentingan yang :
tertentu dl.pengamm Hasil Akhir ;
A dirancang dan ¢ Tipe Manfaat a. Dampak
dibiayai ¢ Jangkauan Perubahan pada
o Posisi Pembuatan masyarakat, .
- l Keputusan - - individu,
¢ Pelaksanaan Program dan
s Sumber Daya yang kelompok
Dilibatkan b. Perubahan
Program yang b. Konteks Implementasi penerimaan
dijalankan seperti ¢ Kekuasaan, dan Strategi oleh '
yang dicanangkan Aparat yang Terlibat masyarakat
¢ Karakteristik Lembaga
dan Penguasa
l ¢ Kepatuhan Daya Tanggap

Pengukuran Keberhasilan «

Dari bagan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
» Isi Kebijakan
1. Kepentingan yang dipengaruhi
Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda
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. Tipe Manfaat

Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dan langsung dapat
dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual, dan simbaolis, akan
tetapi konkrit akan lebih mudah diimplementasikan.

. Deraj at perubahan yang diharapkan

Kebijakan cenderung lebih mudah diimpleméntasikan Jika dampak
yang diharapkan dapat memberi hasil yang pemanfaatannya jelas
dibandingkan dengan yang bertujuan terjadi perubahan sikap dan
perilaku penerima kebijakan.

. Letak pengambil keputusan

Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasi,
selanjutannya pembuatan kebijakan yang mempunyai kewenangan dan
otoritas yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang
aalmn pengkoordinasian di bawahnya.

. Pelaksana Program

Keputusan siapa yang akan ditugasi untuk mengimplementaskan
program yang ada dapat mempengaruhi proses implementasi dan
hasilnya. Dalam hal ini tingkat kemampuan, keefektifan, dan dedikasi
yang tinggi akan berpe;lgaruh dalam prosv.?.snyél‘.\'~

. Sumber daya yang dilibatkan
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» Konteks Implementasi

1. Strategi yang digunakan dalam proses, kekuasaan, dan badan
pelaksana ataupun elit politik dan penguasa setempat akan
n.1<.31'nper'1garuhi implementasi kebijakan. h -

2. Kondisi dan keberadaan badan pelaksana yang didukung otoritas
penguasé akan sangat berpengaruh.

3. kepatuhan dapat berupa dukungan dari elit politik, kesediaan instansi
pelaksana program, juga kepatuhan masyarakat penerima manfaat/
sasaran program. Sedangkan daya tanggap berupa kepekaan lembaga
publik seperti birokrasi terhadap kebutuhan atau permasalahan yang
timbul dari implementasi kebijakan.

2. Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai berikut :
“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oléh individu / pejabat atau
kelompok pemerintah / swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan

yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijaksanaan” (Solichin
Abdul Wahab, 1997 : 65).
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Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Homn

Komunikasi antar organisasi o
4 dan kegiatan pelaksanaan
A 4 l

Ukuran dan tujuan Sikap para  Prestasi
kebijaksanaan - pelaksana kerja
A A
Ciri badan pelaksana

Sumber-sumber
kebijaksanaan

‘—.—...

Lingkungan :
Ekonomi, Politik, dan Sosial

Gambar 1.1. Variabel Proses Implementasi Kebijakan
3. Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi :

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu dinyatakan berlaku /
dirumuskan merupakan fokus implementasi kebijakan, yaitu kejadian-
kejadian dan tindakan-tindakan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

manmadminictracilr-annirm  manrmim anfuls manimhallran alrihat atan Aarmnal-
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Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier :

A. Mudah/tidaknya Masalah dikendalikan
Kesukaran-kesukaran teknis
Keragaman perilaku kelompok sasaran
Prosentase kelompok sasaran disbanding jumlah penduduk
Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

v

r

B. Kemampuan Kebijaksanaan
untuk Meastrukturkan Proses
Implementasi
Kejelasan dan konsistensi tujuan
Digunakannya teori kasual yang
memadai, ketepatan alokasi sumber
dana, keterpaduan hirarki dalam
dan diantara lembaga pelaksana
aturan-aturan keputusan dari badan

C. Variabel di luar
Kebijaksanaan yang
Mempengaruhi Proses
Implementasi
Kondisi sosial ekonomi dan
teknologt. Dukungan publik, sikap
dan sumber-sumber yang dimiliki
kelompok-kelompok dukungan
dari pejabat atasan komitmen dan

pelaksana akses formal pihak luar. kemampuan kepemimpinan

pejabat-pejabat pelaksana.

v v v

D. Tahap-tahap dalam Proses Implementasi (Variabel Tergantung)

Output ——»  Kesediaan —» Dampak —p Dampak —p- Perbaikan

Kebijaksanaan kelompok nyata output mendasar

Badan-badan sasaran ouput kebijksanaan dalam

Pelaksana mematuhi kebijaksa-  sebagai undang-
ouput naan dispersepst  undang
kebijaksanaan

pendapat dan mencakup tidak hanya penguji kebijakan dengan memilah-
milahkannya ke dalam sgjumlah komponen, tetapi juga perancangan dan
;intesis alternatif-alternatif baru. Kegiatan-kegiatan. yang tercakup dapat
direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau memberikan
pandangan terhaciép isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi sampai

mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa implementasi kebijakan
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cermat, sementara yang lainnya memerlukan -pengumpulan data yang
ekstensif dan perhitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis
yan;g canggih.

Suatu implementasi tentunya mempunyai tujuan untuk mendapat
kel;erhasilan. Tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari implementasi suatu
program sangat tergantung oleh adanya faktor-faktor pendukung ikut terlibat
di dalamnya. Yang dimaksud dengan faktor-faktor pendukung itu adalah :

a. Hubungan ketergantungan kecil.

b. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

c. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

d. Tersedianya waktu dan sunber-sumber yang memadai.

e. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai.

Implementasi kebijakan yang dalam operasionalnya adalah program,
dalam prosesnya terdapat 2 unsur pendukung yang penting dan mutlak, yaitu :
a. Adanya program yang dilaksanakan.

b. Target group, yaitu kelompok yang menjadi sasaran penerima manfaat
program.

¢. Unsur pelaksanaan, yaitu organisasi atau perorangan yang bertanggung
jawab dalam pengelol-f;a.n, pelaksanaan dan pengawasan proses
implementasi tersebut (Abdulla M. Syukur, 1998 ; 52).

Suatu implementasi dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang
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kebijaksanaan dibuat adalah untuk memperoleh hasil yang diinginkan yang
dapat dinikmati atau dirasakan oleh pemerintah.

Tetapi terkadang proses pelaksanaan suatu kebijakan itu tidak selalu
mencapai keberhasilan dan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakan
dan sering pula menimbulkan kegagalan, sehingga sering muncul semacam
pernyataan tentang seﬁab—sebab timbulnya kegagalan tersebut. Kegagalan dart
pelaksanaan kebijakan itu ada sangkut pautnya dengan isi kebijakan yang
harus dilaksanakan serta pembagian potensi yang ada.

Sebuah 1isi kebijakan bisa menyebabkan kegagalan dari suatu
pelaksanaan kebijakan terjadi karena samar-samamya isi dari kebijakan,
dala‘m artt tujuan-tujuan tidak .terperinci. Hal ini akan mengakibatkan
kurangnya pegangan bagi pelaksana yang akan memperbesar kemungkinan
perbedaan pandangan isu kebijakan. Kebijakan yang ingin dijalankan ada
kalany.a bertentangan dengan kebijakan yang lain. Ini juga merupakan salah
satu sebab dari suatu pelaksanaan kebijakan yang tidak berhasil, yaitu terletak
pada kurangnya sumber-sumber pen(-iukung antara lain waktu, uwang dan
tenaga ahli.

Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan
pembagian potensi diantara aictor—aktor yang terlibat.,\ struktur dari organisasi
pelaksana dapat juga mengakibatkan masalah. Hal ini apabila 'pembagian

wewenang dan tanggung jawab kurang dengan pembagian tugas atau ditandai
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Amir Santoso, (1990 : 9) mengutip pendapat Van Meks dan Van Horn
tentang variabel-variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan
hasilnya. Variabel-variabel tersebut adalah ukuran tujuan kebijakan, sumber
daya, aktmtas komumkam antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan,
karakteristik dari’ segi pelaksana kondisi sosial politik, dan ekonomi,
disposisi dari pelaksana dan penyelenggaranya.

. Implementasi Kebijakan Pendidikan -

Setiap pemerintah selalu berusaha agar kebijaksanaanmya. dipatuhi
rakyatnya. Banyak upaya yang selalu ditempuh pemerintah atau organisasi
lain untuk membina kepatuhan ini. Pertama, kebijakan itu bertumpu kapada
kebutuhan . dasar rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan
kesehatan. Asumsinya apabila kebutuhan dasar itu telah dipenuhi,
kemungkinan besar akan me_ngu:angi. konflik dan pertentangan yang gawat.
Kedua, ganjaran dan hukuman, cara ini adalah car;l yang klasik yang sampai
sekarang tetap berlaku. Maksudnya adalah memantapkan atau “enforcement”
suatu kebijaksanaan dengan memberikan hukuman kepada pilithan diluar
kebijaksanaan dan memperoleh ganjaran bila melakukan seperti yang dituntut
kebijaksanaan. Ketiga, pembim kepatuhan yang berjangka panjang ataupun
menengah. Hal ini dilakukan dengan pendidikan‘ dan sosialisasi politik.
Kebijaksanaan pendidikan sehubungan dengan hal ini tentu saja berbeda
dengan upaya pendidikan memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Pendidikan

politik rakyat adalah upaya instrumental demi kepentingan politik yang
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kuriimlum pengajaran yang berbeda, tidak dinilai oleh ujian Negara

yang sama, dan diajar oleh guru yang gajinya diatur menurut peraturan

daerah yang berbeda.

Keterlibatan pemerintah dalam pendidikan tentu saja memberikan corak
tersendiri terhadap pelaksanaan pendidikan. Besar kecilnya keterlibatan itu
sebenamya harus dikaitkan pula dengan keberhasilan mencapai tujuan atau

cita-cita pendi&ikan 1tu sendiri.

. Peraturan Daerah

4.1 Peraturan Daerah
Di dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah ada dua macam produk
hukum yang utama yang dapat dihasilkan oleh suatu. dacrah sebagai
bentuk kebijakan daerah, yaitu :
a. Peraturan Daerah (Perda)
e Peraturan Daerah Propinsi disusun oleh DPRD Propinsi bersama
dengan Gubemur.
e Peraturan Daerah Kabupaten / Kota disusun oleh DPRD
Kabupaten / Kota bersama dengan Bupati / Walikota.
¢ Perdes atau yang setingkat disusun oleh BPD atau yang setingkat.
Sedangkan tata cz;r'a perubahan Perdes atau yang setingkat diatur
oleh Peraturan daerah Kabupaten / Ko;ta yang bersangkutan.

Peraturan Daerah adalah peraturan untuk melaksanakan aturan
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bersangkutan. Kepala Daerah menetapkan Perda atas persetujuan
DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Perda hanya ditandatangani oleh Kepala Dacrah dan tidak
ditandatangani serta oleh Pimpinan DPRD, karena DPRD bukan
merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan daerah lain, dan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Yang dimaksud dengan Perda Iain adalah Peraturan Daerah
yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan,

Agar suatu-Perda dapat berfungsi- efektif, maka - sebaiknj;a
dilakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah
tersebut. Antara lain dengan melakukan penyuluhan dan
menyebarluaskannya melalui media massa, baik cetak maupun
elektronik.

Untuk melaksanakan Peraturan daerah, dan atas kuasa dan
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah
menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

. Keputusan Kepala Da;:rah
Keputusan Kepala Daerah adalah keputusan Bupati / Walikota

sebagai Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan daerah dan atas

1"'0(“1 naratiiran “ﬂﬂ‘“l‘lﬂ“n "I“f'ﬂ“"ﬂ" lﬂ‘;“ XMt hﬁf]ﬂh? Yﬂ“'l'ﬁ‘ean



31

Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
Peraturan Daerah, dan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat
mengatur, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daecrah. Pengundangan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala
Daerah yang bersifat mengatur dilakukan menurut cara yang syah, dan
merupakan keharusan ‘agar Peraturan daerah dan Keputusan Kepala

daerah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

4.2 Sarana dan Prasarana

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2000

tentang sarana dan prasarana pendidikan adalah :

Prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Dalam
pendidikan misalnya lokasi / tempat, bangunan sekolah.

Sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan,
misalnya reang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.

Menurut Keputusan Menteri P dan K No 079 / 1975, sarana

pendidikan terdiri atas tiga kelompok besar, yaitu :

Bangunan dan perabot sekolah.

Alat pelajaran yang t;:r'diri atas pembukuan&éh alat-alat peraga dan
laboratorium.

Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual
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Adapun yang bertaﬁggung jawab tentang sarana dan prasarana
pcn_d'iglikar"‘l adalah para pengelola administrgs“i pendidikan. Se;cara mikro
(sempit) maka kepala sekolah yang bertanggung jawab masalah ini.

Jenis peralatan yang disediakan di sekolah dan cara-cara
pengadministrasiannya mempunyai pengaruh besar terhadap program
belajar mengajar. Persediaan yang tidak memadai akan menghambat
proses belajar mengajar. Tidak berarti dalam hal ini berkaitan dengan
masalah dan kebutuhan belajar serta kegunaan hasil -belajar karena
penyediaan sarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan
kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa-masa mendatang,

Untuk menganalisa pelaksanaan implementasi kebijakan sarana dan
prasarana pendidikan ini penulis memilih untuk menggunakan teori
Grindle karena menurut Grindle pelaksanaan kebijakan banyak
dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan yang dapat mendukung
atau menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut, Dalam hal ini Grindle
Jjuga merinci masing-masing faktor utama tersebut dalam berbagai faktor
yang lebih spesifik. Isi Kebijakan terdiri dac beberapa faktor yaitu,
pertama, kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan yang
bersangkutan. Jika kebijakan sesuai dengan kepéﬁﬁ'ngan masyarakat maka
akan secara mudah diimplementasikan sesuai dengan kepentingan
masyarakat. Sebaliknya jika bertentangan dengan kepentingan kelompok

masyarakat tertentu maka akan sulit diimplementasikan. Kedua, tipe
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kejelasan dari manfaatnya. Ketiga, luasnya perubahan yang diharapkan,
Semakin banyak perubahan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat
unruk mengadopsi suatu program maka semakin sulit program - itu
diimplementasikan. Keempat, Pelaksanaan kebijakan. Sebagai kunci
mudah sulitnya implementasi adalah implementator program, bila
didukung oleh implementator yang berkemampuan tinggi maka kebijakan
tersebut akan implementable. Kelima, Sumber-sumber yang digunakan.
Modal, tanah , peralatan, teknologi dan sumberdaya lainnya turut
mempengaruhi proses implementasi.

Lingkungan kebijakan meliputi tiga faktor penting yaitu, pertama,
kekuasaan, kepentmém dan  strategidari  actor-aktor  yang
terlibat.Implementasi kebijakan dilaksanakan dalam suatu sistem politik
tertentu yang banyak melibatkan kepentingan baik dipusat ataupun
didaerah. Masing-masing kepentingan tersebut seringkali saling
bertentangan antara satu dengan yang lainnya schingga terjadi konflik
kepentingan. Oleh karena itu “siapa mendapat apa” akan ditentukan oleh
kekuatan ‘dan strategi masing-masing pihak dalam upaya meraih
kepentingannya. Kedua, karakteristik lembaga atau rezim. Kebijakan
public dilaksanakan dalam suatu sistem pofiﬁk tertentu dan sistem
ckonomi tertentu. Semua ini saling berinteraksi membentuk lingkungan
yang ikut mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Ketiga, ketaatan

dan daya tanggap. Keberhasilan implementasi kebijakan banyak
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yang telah ditetapkan serta daya tanggap untuk memenuhi kebutuhan
public. Hal ini dapat dilihat bagaimana aparat pelaksana mau dan mampu
untuk memehami tuntutan masyarakat.

Dari berbagai ulasan diatas sesuai dengan teori Grindle maka
diharapkan penulis mampu mengulas berbagai fenomena yang ada dalam
hal pelaksanaan implementasi kebijakan sarana dan prasarana pendidikan

dikota Yogyakarta.

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belaja.r dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual,
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negar

2. Manajemen pendidikan sebagai suatu proses kerjasama yang
sistematis,sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan
pendidikan nasional atau segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan
proses pendidikan untuk meﬁcapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kebijakan adalah suatu ketel:i(aijtan dari pilihan—pilihé.h kolektif yang saling
tergantung termasuk keputusan-keputusan untuk dilakukan ataun tidak

dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah tertentu sehubungan untuk
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4. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

pemerintah, individu ataupun kelompok yang dimaksud untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Termasuk di dalamnya adalah
supaya mentransformasikan keputusan ke dalam tahap operasional untuk
mencapai perubahan seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut.
Implementasi kebijakan pendidikan adalah kebijakan pendidikan yang
didalamnya ada keterlibatan pemerintah sebagai pembuat kebijakan
pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan menetapkan
cita-cita dan tujuan pendidikan sesuai kondisi masyarakatnya.

Peraturan Daerah adalah peraturan untuk melaksanakan aturan dengan di
atasnya dan menampung kondisi khusus di daerah yang bersangkutan. Sarana
adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Prasarana adalah alat

yang tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan

bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau dengan kata lain sebagai

petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel untuk

mempermudah penelitian. Variabel penelitian ini meliputi -

1.

Isi Kebijakan Sarana dan Prasarana Pendidikan
a. Tujuan — tujuan kebijakan

b. Manfaat kebijakan

. .
~ | F= S W R R SR ", -



36

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan
a. Anggaran
Biaya yang mendukung dan memperlancar tercapainya tujuan kebijakan,
b. Pihak-pihak yang terkait
Peralatan yang mendukung dan mempertlancar tercapainya tujuan
kebijakan.
¢. Pemeliharaan, pemantauan, terhadap sarana dan prasarana pendidikan

3. Lingkungan sosial politik

G. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian metodola'::ogi sangat berperan dalam menentukan berhasil
atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus
menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat
mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Winarmo- Surachmad (1978 : 52)
berpendapat :
Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yaitu dari kega
untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran daripada ilmu
pengetahuan yang bersangkutan
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang “penulis gunakan dalz{r;{ " penelitian lm adalah
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang

menggunakan suatu metode dimana meneliti status sekelompok manusia,

suatu obyek, suatu kondisi dalam system pemikiran ataupun suatu peristiwa
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untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual,
dan akurat mengenai gambaran-gambaran, fakta-fakta, sifat-sifat, serta
hl;bungan antar fenomena yang sedang diselidiki (Nazir, Mohammad, 1980 :
63). Penelitian ini digunakan karena dalam fenomena akan diselidiki untuk
mengembangkan konsep-konsep yang menghimpun fakta dengan cara subyek
penelitian ini berdasar sebagaimana adanya.

Di dalam penelitian ini mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan
untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta faktor-faktor yang
mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  kebijakan tentang
penyelenggaraan sarana dan prasarana pendidikan di kota Yogyakarta,
sehubungan dengan hal itu’ dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif
kualitatif merupakan jenis penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian
ini.

. Lokasi Peneiitian

Daerah yang menjadi obyek penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan
Pengajaran Kota Yogyakarta.

Adapun alasan memilih Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota
Yogyakarta sebagai daerah penelitian adalah :

- Jogja sebagai kota pendidikan, sehingga"“('limntut untuk dapat

moninalratl-an lAralitne carana danm mrannrana mandidil-nn dases sanisal-adan
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- Penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan kebijaksanaan yang
diambil pemerintah setempat dalam rangka mengatasi persoalan-
persoalan dunia pendidikan di wilayahnya.

3. Teknik Pengumpulan Data
Di dalam wusaha pengumpulan data yang diperlukan dan obyek
penelitian akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai

berikut : . .

a. Interview/ Wawancara
Merupakan metode pengumpulan data yang diperlukan dengan
mengadakan tanya jawab. Tanya jawab ini dilakukan dengan kepala
bagian sarana dan prasarana pendidikan, ataupun dengan para pegawai
instansi dinas pendidikan dan pengajaran kota Yogyakarta. Manfaat
teknik ini menjelaskan sedetail-detailnya pertanyaan yang diajukan.
Dengan wawancara dapat diperoleh hasil secara kualitatif yang dapat
dipertanggungjawabkan dan mempunyai nilai-nilai yang tinggi.
Kesalahpahaman dapat dihindari, pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan
dapt dijawab oleh informan dengan penjelasan-penjelasan secara
langsung.

b. Studi Pustaka
Merupakan langkah yang ditempuh penulis dalam mengumpulkan data
untuk mendukung kelengkapan data dari objek penelitian seperti surat

kabar, buku, dokumen pemerintah, Undang-Undang.. Dokumen-dokumen
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yang terdapat di instansi dinas pendidikan dan pengajaran kota
Yogyakarta,
Winarno Surcahmad, (1978 : 163) mengatakan :
“Dokumentasi adalah laporan tertulis dari peristiwa yang isinya terdiri
dari penjelasan dan pemitkiran terhadap peristiwa tersebut. Dengan
perumusan tersebut kita dapat memasukkannya ke dalam notulen, rapat,
majalah, iklan dan lain sebagainya”.
c. Observasi
Observasi atau pengamatan digunakan dalam pencarian data penelitian
unfuk  mengetahui adanya rangsangan tertentu yang dengan cara
mengamati langsung objek-objek penelitian, dalam hal ini adalah
bangunan-bangunan sekolah yang ada di wilayah kota Yogyakarta.
Daalam hal ini observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang
tepat mengenai obyek penelitian sehingga dapat disusun kuisioner yang
~ tepat, serta dapat menyusun desain penelitian yang cermat.
4., Jenis Data
Karena yang digunakan adalah penelitian deksriptif, maka dibutuhkan
data penelittan primer dan sekunder. Winamo Surachmad (1978 : 163)
berpendapat :-
“Data primer ialah dafa yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan
oleh orang luar dan penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu
adalah sungguh data yang asli”.
Jenis data dapat dikelompokkan menjadi :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dart keterangan
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Pihak yang dimaksud penyusun adalah dinas pendidikan dan pengajaran
kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak iangsung yaitu
melalui Undang-Undang, usulan-usulan, media massa, dan sumber
diantaranya Undang-Undang pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003.

5. Teknik Analisis Data
Analisis Deskriptif Kualitatif
Jenis data yang diperoleh dari penelitian- atau kepustakaan adalah
berupa naratif dan bukan angka-angka namun secara mendetail, jelas dan
terinci. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan hasilnya
dipaparkan secara deskripif (uraian).
Penelitian yang bersifat kualitatif menurut Winamo Suracmad
dijelaskan sébagai berikut :
“Sifat dari bentuk penelitian deskriptif kualitatif adalah memutuskan
dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami
suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak, atau tentang
proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan
yang sedang meruncing, dan sebagainya”.

Dengan hal-hal tersebut diharapkan akan diambil suatu kesimpulan

yang dapat- diuji kebenaraﬁnya schingga dapat diketahui adanya hubungan
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